BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI
BAYI BARU LAHIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa bayi baru lahir merupakan individu yang rentan
terhadap masalah kesehatan dan berpotensi terhambat
pertumbuhan dan perkembangannya apabila tidak

mendapatkan layanan jaminan kesehatan yang optimal;

b. bahwa untuk mencegah kemungkinan munculnya
potensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan

dalam bentuk jaminan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Jaminan Kesehatan

Daerah bagi Bayi Baru Lahir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah = Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 59);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11
Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010
Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran  Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 2 Seri D);

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan
Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2012 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 48 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman
Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11
Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 21
Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JAMINAN
KESEHATAN DAERAH BAGI BAYI BARU LAHIR



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

(1)

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah
sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
yang penyelenggaraannya berdasarkan atas wusaha bersama dan
kekeluargaan untuk menggabungkan resiko seseorang ke dalam suatu
kelompok masyarakat yang pembiayaannya dilakukan secara pra upaya
serta mutu terjamin.

Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang
selanjutnya disingkat UPT JPKM adalah unit penyelenggara Jamkesda
pada satuan organisasi di Dinas Kesehatan yang ditugaskan menjalankan
sebagian urusan teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di
Kabupaten Sleman.

Peserta Jamkesda adalah penduduk yang terdaftar di UPT JPKM sebagai
peserta program Jamkesda dan memiliki kartu peserta atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan kartu Jamkesda.

[uran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah
Daerah untuk bayi baru lahir kepada UPT JPKM.

Bayi baru lahir adalah bayi yang baru lahir sampai dengan umur 28
(duapuluh delapan) hari yang belum mempunyai jaminan kesehatan dari
pemerintah baik pemerintah pusat, propinsi, maupun kabupaten.

Data Kelahiran adalah data yang dapat menginformasikan jumlah bayi

yang lahir di Kabupaten Sleman.

BAB II
KEPESERTAAN DAN IURAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan
Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kesehatan kepada bayi yang

baru lahir dari ibu ber-Kartu Tanda Penduduk Sleman.




(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pemberian jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengikutsertakan bayi baru lahir ke dalam Program

Jamkesda.

Kepesertaan Jamkesda sebagaimana dimaksud ayat pada (2) dimulai

sejak tanggal bayi dilahirkan.
Pasal 3

Kepesertaan bayi baru lahir dalam Jamkesda didasarkan atas data

kelahiran kabupaten.

Data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas

Kesehatan.
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbaharui setiap bulan.

Bagian Kedua

Iuran
Pasal 4

[uran kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah bagi bayi baru lahir

dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

[uran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk masa 1

(satu) tahun kepesertaan.

Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan

ketentuan yang berlaku pada program Jaminan Kesehatan Daerah.

[uran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan oleh Pemerintah

Daerah atas dasar data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Kepesertaan
Pasal 5

Pendaftaran peserta Jamkesda bagi bayi baru lahir dilakukan oleh UPT
JPKM.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data

kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.




(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar UPT

JPKM untuk menagihkan iuran kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 6

UPT JPKM dapat menerima pendaftaran peserta bayi baru lahir
mendahului data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam

hal bayi dimaksud perlu segera mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
atas:

a. surat keterangan lahir yang dikeluarkan pihak berwenang;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu bayi lahir; dan

c. fotokopi Kartu Keluarga ibu bayi baru lahir.

UPT JPKM berkewajiban melaporkan data peserta sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) melakukan pembaharuan data kelahiran.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Kepesertaan
Pasal 7

Jangka waktu kepesertaan bayi baru lahir dalam Jamkesda paling sedikit

12 (dua belas) bulan dan dapat diperbaharui.

Pembaharuan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
bayi baru lahir dari keluarga miskin dilakukan secara otomatis setelah
nama bayi dimaksud masuk dalam Keputusan Bupati tentang Keluarga

Miskin.

Pembaharuan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
bayi baru lahir dari keluarga bukan miskin disesuaikan dengan ketentuan

yang berlaku.




Bagian Kelima

Bukti Kepesertaan
Pasal 8

(1) Bayi baru lahir peserta Jamkesda diberikan bukti kepesertaan sesuai

ketentuan yang berlaku.

(2) Bukti kepesertaan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

berupa kartu sementara.

(3) Nama bayi dalam bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) menggunakan nama ibu bayi baru lahir dalam hal bayi

dimaksud belum diberi nama.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI SLEMAN,
cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 8 SERI D



